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Ikhtisar Putusan

Pemohon | sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia
yang pada saat ini sebagai warga binaan Lembaga Permasyarakatan Klas IA. Para
Pemohon adalah narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
sedang menjalani pidana atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap. Para Pemohon hingga permohonan ini diajukan tidak mendapatkan remisi atau
pengurangan masa hukuman walaupun telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)
bulan. Menurut para Pemohon, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai pemberian remisi
berlaku secara diskriminatif;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995
terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Mengenai kedudukan hukum, telah cukup jelas dalam pengertian bahwa para Pemohon
secara aktual telah mengalami peristiwa yang menurut anggapan para Pemohon merugikan
hak-hak konstitusionalnya dimaksud dan terdapat hubungan kasual antara anggapan para
Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian sehingga apabila permohonan a quo dikabulkan maka apa yang didalilkan
sebagai kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadi. Oleh karena itu
Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;

Bahwa yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah rumusan Pasal 14 UU
12/1995 yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, salah satu hak
terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Namun, menurut Pasal
14 ayat (2) UU 12/1995, hak tersebut tidak serta-merta dapat diberikan kepada narapidana.
Ada syarat-syarat dan tatacara yang wajib dipenuhi;



Terhadap persoalan konstitusionalitas di atas, Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995,
pemerintah diberi wewenang untuk mengatur syarat dan tata-cara pelaksanaan remisi.
Artinya, berdasarkan hal ini pemerintah memperoleh kewenangan delegasi untuk mengatur
pemberian remisi tersebut. Kewenangan delegasi tersebut merujuk pada Penjelasan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Dalam konteks permohonan a quo, merujuk pada prinsip delegasi tersebut dan
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) yang secara lebih detail memberikan panduan pelaksanaan pemberian
remisi. Karena diberi landasan yuridis oleh Undang-Undang, Pemerintah berwenang
menentukan syarat dan tatacara pemberian remisi;

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana
sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi
adalah hak hukum (legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang
telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut,
termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (human
rights) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (constitutional rights). Dalam batas
penalaran yang wajar, dikaitkan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa norma
a quo diskriminatif, Mahkamah telah berulang kali mengemukakan bahwa suatu norma
dikatakan mengandung materi muatan yang bersifat diskriminatif apabila norma undang-
undang tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau
sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang lainnya semata-mata
didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial,
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Hal demikian
sama sekali tidak terkandung dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995;

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang a quo, Pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian PP a quo direvisi
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara
substansial berkenaan dengan remisi Pemerintah menunjukkan kecenderungan untuk
memperketat syarat pemberian remisi terhadap tindak pidana atau kejahatan khusus,
termasuk korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, remisi adalah hak hukum
(legal rights) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang memenuhi syarat-
syarat tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995,
Pemerintah berwenang untuk mengatur syarat pemberian remisi tersebut;

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 telah sangat jelas sebab isinya hanya
memuat rincian tentang hak-hak narapidana sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain atau
diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersurat dalam rumusan norma a quo, lebih-lebih
untuk ditafsirkan atau didalilkan diskriminatif. Secara teknik perundang-undangan, Pasal 14
ayat (1) UU 12/1995 telah memenuhi asas kejelasan rumusan maupun asas kejelasan
tujuan. Dikatakan demikian, sebab, norma a quo secara jelas memerinci hak-hak apa saja
yang dapat diberikan kepada narapidana sesuai dengan filosofi pemasyarakatan yang dianut
oleh undang-undang a quo;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, telah ternyata
hal yang dipersoalkan sesungguhnya adalah peraturan pelaksanaan dari UU 12/1995 yang
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah.
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Sehingga keberatan terhadap hal itu telah berada di luar yurisdiksi Mahkamah untuk
memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah
dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya
Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para
Pemohon untuk seluruh.



